KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 524 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANGKIT INDONESIA TALAGA

Menimbang

KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi
siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Talaga
Kabupaten  Majalengka dan  sekitarnya  perlu
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai;

bahwa  berdasarkan Hasil Verifikasi Kelayakan
Pendirian/Pemberian lzin Pendirian Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Tahun 2014 pada Tanggal 4 Desember
2014 yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, Sekolah
Menengah  Kejuruan Bangkit Indonesia Talaga
Kecamatan Talaga dinyatakan layak untuk diberikan
1zin sebagal satuan pendidikan,;

bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomeor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dian Penyelengparaan  Pendidikan sebapgaimana telah
thiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2000 temtang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
I'enyelenggaraan  Pendidikan, izin  pendirian satuan
pendidikan untuk TK, SD, S8MP, SMA, dan SMK yang
memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan
Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan Bangkit Indonesia Talaga Kecamatan Talaga
Kabupaten Majalengka.
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Vilhivnge-Unedang Momar 04 Tabuan 1950 tentang
Pemilentukan  Daerabi-lierah Babloipsten Dolam
Lanapthtingtaan Prapmist  Ihjawa et (Herita Negars
Fepmbilike Bdowesan Tahan 1900 aeligsamatis te:lah

iabsih dengan Undang-Undang Nemnor 4 Tabun 1965
tentang Pembenlukan Kabupsten  Purwskarta dan
Kahupaten Subang dengan Mengubah Undang-lUndang
Momaor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-
Duerab Kabupaten Dalam Linghungan Propinsd Djzwe
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Momaor 2851),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn
Pendidikan  Nasional (lLembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturar Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Nomaor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sehagaimana  telah  diubah  dengan  peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomeor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerinlahan Daerah  Provinsi, dan  Pemerintahan
Haerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Inddonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Momor 4737);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Y Peraturan Menleri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
A6 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan dan Menengah;

Lo Peraturan Dacrahh Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan  Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 1});

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan Bangkit Indonesia Talaga Kecamatan
Talaga Kabupaten Majalengka dengan identitas scbagai
berikut :

Nama Sekolah ¢ SMK Bangkit Indonesia Talaga
Program /Kompetensi
Keahhan i 1. Teknik Farmasi;

2. Keperawatan.

Alamat : Jalan Ganeas Nomor 0l Desa
Ganeas Kecamatan Talaga
Kabupaten Majalengka.



KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku  sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan  apabila  dikemudian  hari  ternyata
lerdapal kelkeliruan didalamnya akan diadakan perubahan
sehagaimana mestinya,

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desenber ZUL,

3. MPBATI MAJALENGKA,




PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Abdul Halim No. 233 Majalengka 45418 Telp./Fax. (0233) 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 15D TAHUN 2015
TENTANG

PENETAFPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

PAKET KEAHLIAN USAHA PERJALANAN WISATA, PERBANKAN,

DAN TEKNIK AUDIO VIDEO

PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANGKIT INDONESIA TALAGA

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGEKA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA,

a. bahwa dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan

peningkatan sumber daya manusia dalam bidang Usaha
Perjalanan Wisata, Perbankan dan Teknik Audio Video, maka
perlu mendirikan paket keahlian dimaksud pada Sekolah
Menengah Kejuruan di Kabupaten Majalengka.

bahwa berdasarkan Surat Kepala SMK Bangkit Indonesia

Talaga nomor 130/SMK-BIT/I/2015 tanggal 01 Januari 2015

perihal Permohonan ijin pendirian Program baru dan hasil
Verifikasi Kelayakan Pendirian Paket Keahlian baru tanggal 12
Maret 2015 oleh Tim Verifikasi, serta memperhatikan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor
7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan
Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Bangkit Indonesia Talaga dinyatakan layak untuk mendirikan
Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Perbankan dan
Teknik Audio Video, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Atas Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496 )sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005
tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 nomor 71) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
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Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

: Memberikan Izin Pendirian Paket Keahlian Usaha Perjalanan

Wisata, Perbankan dan Teknik Audio Video pada Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Bangkit Indonesia Talaga Kecamatan
Talaga Kabupaten Majalengka.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalen,
pada tanggal /6 A,PM.‘M!;

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
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